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The focus of the discussion of this study is how the strategy of the National Unity and Politics Agency in
providing political education based on existing problems by increasing public awareness, especially among
beginner voters in the 2024 election participation. Running well or not in the implementation of political
education. This research method uses exploratory researchwith a literature study approach. The data collection
technique used by researchers in this study is secondary data. The political education program for novice voters
in Aceh Province has been implemented properly. However, this activity was hampered due to the impact of the
Covid-19 pandemic, so the re-focusing of the budget resulted in various programs not running properly.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi
Kesbangpol Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih
pemula pada pemilu di Provinsi Aceh. Berhubungan dengan
partisipasi pemilu merupakan bentuk keikutsertaan pemilih
(masyarakat) dalam setiap tahapan pemilihan (Setiawan, 2022).
Apabila dalam suatu wilayah melaksanakan pemilihan umum
untuk memilih pemimpin, maka saat itu terjadi partisipasi
masyarakat atau partisipasi pemilih dengah ikut terlibat dalam
proses pemilihan umum (Arniti, 2020). Sebagaimana yang
dikemukan oleh Gerring (2021) sebagai negara demokrasi,
partisipasi warga negara merupakan sebuah nafas, dalam hal ini
Indonesia. Karna bagian dari Indonesia, Provinsi Aceh akan
melaksanakan pemilu pada tahun 2024 mendatang, diperlukan
sebuah strategi baru yang dilakukan Kesbangpol Provinsi Aceh
agar partisipasi pemilih dapat meningkat, khususnya untuk
pemilih pemula di Aceh (Nofriadi et al., 2021; Zulfan et al., 2022).

Pemilu indonesia di adakan setiap lima tahun sekali, kisaran
pemilih pemula ada dikisaran usia 17 hingga 21 tahun (Irawan,
2020). Kelompok pemilih ini ada di rata-rata berada di jenjang
awal pendidikan tinggi, setingkat SMA atau mereka yang hampir
lulus (Rohim & Wardana, 2019). Sedangkan untuk kategori
politik, pemilih pemula merupakan kelompok pertama yang
menggunakan hak pilihnya dan menjadikan posisi mereka
(pemilih pemula) menjadi sasaran strategis, dikarenakan: (1)
Pemilih pemula memiliki jumlah yang cukup besar disetiap
pemilu; (2) Pemilih pemula baru pertama kali mengikuti pemilu,
perlu ada pemahaman yang baik berkaitan dengan pemilu dan
demokrasi,dan; (3) Pemilih pemula sebagai pemimpin masa
depan, perlu mengetahui pandangan mereka dan memberikan
pembekalan untuk masa depan berkaitan dengan pemilu dan
demokrasi (Ansori, 2019; Mahmudah, 2016; Rohim & Wardana,
2019).

Untuk tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2014 di
Provinsi Aceh mencapai 77,58 persen sedangkan di tahun 2019

mengalami peningkatan mencapai angka 79,7 persen, angka ini
lebih tinggi dari target nasional sebanyak 77,5 persen. Namun,
tingginya partisipasi pemilih tidak dibarengi keterwakilan
perempuan di lembaga legislatif DPRA yang hanya mencapai
angka 11,1 persen (Acehinstitute, 2019),. Tentu, capaian ini harus
menjadi perhatian khusus agar di pemilu 2014 yang akan datang
tingkat partisipasi pemilih dan keterwakilan wanita semakin
meningkat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan agar ada
peningkatan partisipasi pemilih dengan melaksanakan program
pendidikan politik untuk pemilih pemula di Provinsi Aceh
(Bawaslu Aceh, 2020).

Pendidikan Politik seperti sosialisasi pemilu sangat penting
bagi pemilih pemula sebagai proses pembentukan dan
pengembangan pendidikan untuk warga negara (Primadi et al.,
2019; Tamma, 2021). Hal ini penting didapatkan oleh pemilih
pemula untuk dapat mempertimbangkan kualitas calon yang
akan dipilih (Wance, 2018). Dengan diadakan sosialisasi pemilu
pemilih pemula ini, dapat mengetahui bagaimana cara memilih
dan membangun kesadaran dan daya kritis dalam mengikuti
pemilu (Setyawan & Azmi, 2020). Kehadiran pemilih pemula
bukan sebagai objek melainkan subjek yang kritis dalam
menentukan pilihan politik yang mampu memperjuangkan
aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan individu maupun
perorangan (Kartoni, 2022). Data Pemilih Tetap (DPT) Komisi
Pemilihan Umum (KPU) ditinjau dari tahun 2014 sampai 2022,
sebagai berikut pada tabel 1:

Tabel 1: Jumlah Peserta Pemilih

No Tahun Jumlah Peserta
1 2014 190.307.134
2 2019 187.781.884
3 2022 190.659.348
4 2022 (Pemilih Pemula) 105.852.716

Sumber: KPU Indonesia (2022)
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Untuk merespon hal ini, Pemerintah Aceh telah membuat
aturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomorl43
Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Aceh, maka
KESBANGPOL Aceh mempunyai fungsi utama tugas membantu
Gubernur dalam melaksanakan urusan wajib kesatuan bangsa &
politik dalam negeri, dalam melaksanakan tugas pokoknya.
KESBANGPOL Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut: (1)
Perumusan kebijakan strategis; (2) Laporan bimbingan,
pemantauan, evaluasi & kegiatan; (3) Penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan publik. Melihat dinamika yang
terjadi belakangan ini, masih banyak anak muda yang tidak melek
politik atau mati rasa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan
politik (Sarinastiti & Fatimah, 2019). Hal ini terjadi karena
dampak dari minimnya pendidikan politik dalam mengajak para
pemuda tersebut untuk turun tangan dan berperan aktif dalam
berbagai aktivitas politik yang ada (Meiji, 2016).

KESBANGPOL Aceh memiliki strategi dengan bentuk
program dan kegiatannya yaitu Pendidikan Politik. Program dan
kegiatan pendidikan politik tersebut meliputi: (1) Sosialisasi
kepada masyarakat; (2) Koordinasi forum diskusi politik; (3)
Penyusunan database partai politik, serta; (3) pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan. Data yang diperoleh dari KESBANGPOL
Aceh menunjukkan bahwa Aceh memiliki tambahan 123.655
pemilih Pemula diterbit oleh lembagai Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh. Sebagai harapan, untuk
mewujudkan pesta demokrasi ini, Kesbangpol Aceh di sini
memiliki peran vital melalui pendidikan politik bagi generasi
muda.

Menurut Rhodes (2015) pendidikan politik merupakan
pengembangan sikap dan proses pembentukan perilaku politik
seseorang. Dengan melihat nilai-nilai politik dilakukan dengan
sengaja, terencana, dan dilakukan terus menerus agar warga
negara dapat ikutserta dalam politik dan sadar akan hak dan
kewajibannya secara kolektif dan bertanggung jawab (Kuenzi,
2011). Untuk itu mewujudkan itu, penting adanya strategi untuk
melihat tingkat keberhasilan dalam membuat sebuah program
(Berry, 2015). Pendidikan politik untuk kaum muda atau pemilih
pemula sebagai upaya menciptakan budaya partipasi dengan
melibatkan warga negara (Setiawaty, 2014). Melalui pendidikan
politik ini, pemilih pemula diberikan akses informasi dan transfer
pengetahuan walaupun mereka tidak terafiliasi atau tergabung
kedalam partai politik (Mahmudah, 2016). Menurut Kodiyat &
Andryan, (2021) pendidikan politik untuk pemilih pemula
diberikan memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut: (1)
Diberikan pengetahuan berhubungan dengan hak dan kewajiban
warga negara dalam kehidupan; (2) Membentuk kepribadian dan
kesadaran berpolitik; (3) Meningkatkan pengetahuan etika
didalam berpoliti, dan;(4) Mendorong kesadaran partisipasi
politik aktif ditengah warga negara. Seperti dalam penelitian ini
terkait strategi Kesbangpol Aceh dalam melaksanakan
pendidikan politik dalam bentuk sosisalisasi yang menyasar
kepada pemilih pemula yang ada di Aceh. Strategi merupakan
suatu proses rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada
tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara atau
upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Umar,
2010). Strategi juga diartikan sebagai proses yang direncanakan
oleh pimpinan, memiliki fokus dan tujuan jangka panjang,
disertai cara dan upaya agar tujuan tersebut tercapai di sebuah
organisasi (Riniwati, 2016). Sedangkan mengemukakan Lynch,
(2000) strategi sebagai pola terencana untuk di integrasikan

sebagai kebijakan dengan berbagai rangkaian tindakan yang
saling mengikat dengan prinsip-prinsip untuk suatu hal yang
ingin dicapai.

Selanjutnya, Yunus (2016) strategi merupakan perencanan
dan manajemen agar tercapainya tujuan. Dapat diartikan bahwa
strategi sebagai rencana dalam mencapai target meskipun tidak
ada jaminan keberhasilannya. Sedangkan dalam konteks
lembaga, strategi dapat membantu dalam menyelesaikan tujuan
yang ingin di gapai, dengan cara menjalin komunikasi dengan
masyarakat selama proses sosialisasi politik (Rahman et al,
2019). Surbakti (2010) sosialisasi politik merupakan bentuk
proses sikap dan orientasi politik kepada anggota masyarakat.
Melalui proses sosialisasi politik ini, anggota masyarakat akan
memperoleh langsung sikap dan orientasi dari kehidupan
politiknya. Surbakti (2010) menambahkan, ditinjau dari
penyampain pesan, sosialisasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: (1)
Pendidikan politik sebagai proses dialogik, karena posisinya
sebagai pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para
anggota masyarakat dapat mengetahui nilai, norma, dan simbol
politik, dan; (2) indoktrinasi politik yaitu ketika penguasa
mampu memanipulasi masyarakat secara sepihak untuk
menerima nilai, norma, dan simbol yang diasumsikan ideal dan
baik menurut penguasa.

Pemberian informasi dan transfer pengetahuan melalui
pendidikan politik kepada pemilih pemula walaupun tidak
tergabung kedalam partai politik (Ansori, 2019). Adapun fungsi
dan tujuan diberikannya pendidikan politik untuk pemilih
pemula, diantaranya: (1) Membangun kesadaran atas hak dan
kewajiban warga negara dalam kehidupan; (2) Membentuk
kepribadian dan kesadaran berpolitik; (3) Meningkatkan
pengetahuan etika didalam berpolitik; serta (4) Mendorong
kesadaran partisipasi politik aktif ditengah warga negara
(Abdullah, 2017). Berdasarkan analisa situasi yang telah
dipaparkan diatas, Kesbangpol Aceh memiliki tanggung jawab
kepada pemilih pemula dengan memberikan pendidikan atau
sosialisasi politik mengarahkan generasi muda yang mampu
berpikir kritis, rasional dan cerdas dalam membuat keputusan
politik. Sebagai generasi penerus, tidak dapat dipungkiri harapan
bangsa dan negara ini ada di masa akan datang.

METODE

Penelitian ini memakai penelitian eksplorasi, bertujuan
untuk mempelajari lebih jauh tentang strategi Kesbangpol Aceh
dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu di
Provinsi Aceh. Teknik penelitian adalah studi kepustakaan, dan
data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini,
yang meliputi jurnal, buku-buku terkait, peraturan, data yang
relevan untuk mendukung kajian penelitian ini. Setelah data
dikumpulkan, kemudian akan dianalisis sesuai dengan
pembahasan penelitian yang diangkat. Data yang dipandang
sesuai dengan yang dibutuhkan penulis, selanjutnya akan
dimasukkan ke dalam bahasan penelitian dan tidak lupa
mencantumkan referensi apabila mengutip dari sumber-sumber
tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Kesbangpol Aceh

Kesbangpol adalah organisasi perangkat daerah yang
mengurusi kesatuan bangsa dan politik (Wardhani, 2018).
Kedudukan kesbangpol berada di bawah pemerintahan gubernur
dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris
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daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomorl43 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Aceh,
Kesbangpol Aceh mempunyai fungsi utama tugas membantu
gubernur dalam melaksanakan urusan wajib kesatuan bangsa &
politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas pokoknya,
Kesbangpol Aceh mempunyai fungsi: (1) Perumusan kebijakan
strategis; (2) Laporan bimbingan, pemantauan, evaluasi &
kegiatan; (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan publik. Berbagai jenis program telah dilakukan oleh
Kesbangpol Aceh dalam penyelenggraan pemerintahan sesuai
dengan kewenangan yang telah ditentukan, sebagai contoh
dalam melakukan pendidikan politik meskipun tugasnya hanya
sebagai unsur penunjang pemerintahan bukan sebagai badan
khusus, seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP) memiliki
tugas khusus berkaitan dengan pendidikan politik.

Kesbangpol melakukan pendidikan politik dan peningkatan
demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Hasanah et al, 2021). Walupun sifat tugasnya
melaksanakan hanya sebagai unsur penunjang pemerintahan
bukan sebagal badan khusus, seperti Komisi Independen
Pemilihan (KIP) yang memang bertugas khusus dalam
menjalankan segala urusan terkait dengan pendidikan politik.
Dalam melaksanakan bentuk pendidikan politik, jika
diimplikasikan dengan pendapat dari Kantaprawira (2004),
kesbangpol merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang
menyelenggarakan  pendidikan  politik melalui  berbagai
soslalisasi-sosialisasi yang diselenggarakan. Khususnya dalam
penyelenggaraan pendidikan politik untuk pemilih pemula. Jika
merujuk Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat
1 dan 2 serta pasal 20 mengatakan bahwa pemilih pemula
merupakan warga Indonesia yang ketika hari pemilihan atau
pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah
genap mencapai usia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah
kawin yang memliki hak pilih, dan sebelumnya tidak termasuk
pemilih disebabkan ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Strategi Pendidikan Politik Pemilih Pemula

Dalam melaksanakan pendidikan politik, upaya yang
bisa dilakukan oleh Kesbangpol Aceh adalah melaksanakan
berbagai bentuk pendidikan politik. bentuk-bentuk pendidikan
politik menurut Kantaprawira (2004) dapat dilakukan melalui:
Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, maupun bentuk
publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum lainnya;
siaran radio, televisi, serta film (media yang berbentuk audio-
visual); lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid
atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga
pendidikan formal ataupun informal.

Kesbangpol Aceh bisa menyelenggarakan proses pendidikan
politik secara rnaksimal dengan tatap muka langsung dengan
para peserta. Pendidikan politik untuk pemilih pemula
dilaksanakan melalui program safari/rodashow ke sekolah-
sekolah menjelang pemilu yang akan datang. Sosialiasi yang
dilakukan kepada para peserta didik SMA yang rata-rata berusia
17-19 tahun yang merupakan pemilih pemula dengan tujuan
utamanya memberikan informasi dan pengetahuan seputar
pemilu dan dapat mecoblos dengan baik dalam pemilu maupun
pemilihan presiden, legislatif, dan pilkada yang dilaksanakan
pada tahun 2024 mendatang. Selain itu, tujuan dari diadakannya
sosialisasi ini adalah untuk menghindari penyebaran berita hoax
atau berita palsu pada tahun 2024 yang cukup sering terjadi di
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pemilu beberapa tahun terakhir. Apalagi pemilih pemula
merupakan salah satu kelompok yang rawan digiring opini atau
berita palsu yang bisa membahayakan keamanan dan
kondusifitas masyarakat. Cara yang dilakukan bervariatif
dilakukan oleh Kesbangpol Aceh melihat kondisi segmen
masyarakat yang dituju selama proses sosialisasi. Menurut Bapak
Drs. Mahdi Effendi selaku Kepala Dinas Kesbangpol Aceh,
mengatakan: “Sosialisasi dalam pemilihan itu merupakan proses
menyampaikan informasi kepada masyarakat luas tentang
tahapan dalam penyelengaraan pemilu ditahun 2024
(Kesbangpol Aceh, 2022). Strategi ini diyakini sebagai proses
kegiatan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran
dari kegiatan yang telah ditentukan.

Salah satu pelaksanaan kegiatan Keshangpol Aceh yang
menyasar ke pemilih pemula ini berlangsung di Kabupaten Bener
Meriah, pesertanya pengurus karang taruna. Kegiatan ini
bertujuan membentuk gampong percontohan demokrasi,
sehingga mampu membentuk karakter komunitas anti politik
uang untuk daerah tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri
oleh akademisi dari berbagai kampus di Provinsi Aceh. Hal ini
disampaikan langsung oleh kepala bidang politik dalam negeri
Kesbangpol Aceh, Drs Arsyi, M.Si. Selain kelompok karang
taruna, kegiatan Kesbangpol Aceh dalam memberikan
pendidikan politik menyasar ke sekolah-sekolah yang ada di
Aceh (Kesbangpol Aceh, 2022) .

Agenda Kesbangpol Aceh melalui kabid Poldagri bapak Drs
Arsyi mengadakan kegiatan pendidikan politik sebagai salah satu
media untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan
Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kesbangpol
Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dihadiri dari berbagai
kalangan, seperti Badan Ekseskutif Mahasiswa (BEM), tokoh
pemuda, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh agama,
dan aktivisis perempuan. Kegiatan yang serupa juga dilakukan di
Kabupaten Aceh singkil, mengajak masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses politik dalam pemilu meskipun
pelaksanaannya masih jauh. Selain itu, mengajak unsur-unsur
masyarakat menjadi aktivis politik untuk menjaga etika dan
kesatuan (Kesbangpol Aceh, 2022).

Kesbangpol Aceh dalam penyeleggaraan pendidikan politik
dalam kurun 2 tahun terakhir terganggu oleh adanya pandemi
covid-19. Produktifitas 5 program yang sudah direncanakan
Kesbangpol terhambat oleh adanya re-focusing atau pengalihan
anggaran yang seluruhnya difokuskan untuk penanganan covid-
19 sehingga Kesbangpol dalam melaksanakan pendidikan politik
sesuai dengan tugas dan fungsinya belum efektif. di masa
pandemi, target sosialisasi dari keshangpol khususnya pemilih
pemula yang didominasi para pelajar yang berusia 17-20 tahun
melakukan pembelajaran di rumah secara daring, sehingga
soslalisasi roadshow ke sekolah sebagai program utama
kesbangpol dalam melaksanakan pendidikan politik belum bisa
terlaksana. Selain itu, dikarenakan adanya re-focusing anggaran
schingga kesbangpol menyusun skala prioritas dalam
penyusunan program dan pendidikan politik untuk pemilih
pemula belum di rasa memiliki urgensi. sehingga kesbangpol
fokus kepada target pendidikan politik kepada partai politik,
kelompok wanita, dan lapisan masyarakat lainnya di Provinsi
Aceh yang dirasa memiliki urgensi yang lebih yang dilakukan
secra rutin bulanan. Di Aceh memiliki 23 kabupaten/kota,
kegiatannya masih memerlukan tatap muka dan jumlah peserta
yang cukup banyak. Sehingga Kesbangpol sendiri kesulitan
dalam melaksanakan pendidikan politik di masa pandemi. Selaln
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itu, sebagai lembaga unsur penunjang, kerja-kerja kesbangpol
juga menyesuaikan dengan arahan dari pimpinan yaitu gubernur
dalam melaksankan tugasnya. Berbeda dengan lembaga yang
berkecimpung langsung seperti Komisi Indpenden Pemilihan
(KIP).

Tahun 2022, agenda yang akan direncanakan Kesbangpol
Aceh mulai kembali meprioritaskan pemilih pemula dalam
penyelenggaran pendidikan politik, program yang akan
dilaksanakannya antara lain melaksanakan kembali roadshow ke
sekolah-sekolah untuk melaksanakan sosialisasi kepada pemilih
pemula. Selanjutnya melaksanakan pendidikan politik untuk
pemilih pemula kepada komunitas-komunitas yang ada di Aceh.
Program pendidikan politik kesbangpol sendiri jika mengacu
pendapat dari Kantaprawira (2004) masuk salah satu kriteria
lembaga yang merupakan penyelenggara pendidikan formal,
sedangkan bentuk pendidikan politik menggunakan bahan
bacaan atau media masih belum dilaksanakan dengan baik.
Padahal secara pembiayaan, bentuk penggunaan dan bentuk
pendidikan seperti publikasi massa dan penggunaan media lebih
murah dan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pendidikan politik untuk pemula perlu dilaksanakan secara
masif yang dilakukan oleh Kesbangpol sebagai bentuk antisipasi
kecurangan pemilu, pemilih pemula menjadi kelompok yang
rentan tidak ikutserta berpartisipasi pada pemilu 2024
mendatang, karena mereka belum memahami dan tidak
menganggap pemilu itu penting. Kehadiran mereka harus merasa
penting untuk pembangunan bangsa, melahirkan wakil rakyat
yang berkualitas dan pemimpin bangsa pro kepada rakyat. karena
itu Kesbangpol Aceh hadir untuk menjangkau kelompok yang
rentan tidak memilih atau golput, salah satunya pemilih pemula
yang diberi pendidikan politik, sehingga memgetahui proses
politik dan demokrasi, seperti yang diungkapkan oleh Saiful
Effendi selaku kepala dinas Kesbangpol Aceh.

Kesbangpol Aceh dalam menjalankan program pendidikan
politik melibatkan banyak orang, kelompok, dan organisasi
lainnya. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi yang dilakukan agar
pendidikan politik dapat berjalan sesuai harapan. Seperti
keterlibatan akademisi kampus dianggap mampu mencerdaskan
pemikiran dan lain sebagainya. Selain itu, untuk menjangkau
wilayah aceh yang cukup luas agar program pendidikan politik
dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya pemilih pemula.
Keterbatasan anggaran dan wewenang menjadi hal yang
mempengaruhi  juga. Kedudukan Kesbangpol dan Komisi
Independen  Pemilihan (KIP) berbeda juga membuat
keterbatasan itu terjadi. Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Aceh melakukan juga kegiatan yang serupa agar esensi
pendidikan politik untuk pemilih pemula ini dapat terwujud dan
sesuai harapan dan amanat konstitusi.

Meskipun Provinsi Aceh tidak melakukan pilkada pada
tahun 2020-2022, tetapi kegiatan pendidikan politik ini tetap
berjalan, sebagai persiapan di pemilu 2024 mendatang yang akan
dilakukan serentak. Apalagi terjadinya pandemi membuat
kegiatan pendidikan politik menjadi tertunda karena dibatasi
pertemuan dan terjadinya refocusing anggaran membuat kegiatan
menjadi terhambat. Pada tahun ini, kondisi sudah mulai membaik
di mana kegiatan pendidikan politik mulai kembali dilaksanakan,
dengan terjun langsung kedaerah-daerah yang ada di Aceh,
dengan tetap memprioritaskan sasaran utamanya adalah pemilih
pemula mereka yang masih duduk di SMA sederajat dan yang
sudah tamat bersekolah.

KESIMPULAN

Selama masa pandemi Covid-19 mengalami hambatan dalam
menjalankan program pendidikan atau sosialisasi politik ini tidak
berjalan secara optimal. Seharusnya pelaksanaan program kerja
sosialisasi politik telah dapat berjalan sebagimana mestinya,
karena dampak pandemi menyebabkan rencana dan anggaran di
alihkan kepada penanganan covid-19 schingga terjadinya re-
focusing anggaran. Setelah pandemi sudah dapat dikendalikan,
Kesbangpol Aceh telah memulai program sosialisasi politik bagi
pemilih pemula dengan bekerjasama Komisi Independen Acch
(KIP) Aceh untuk melaksanakan kegiatan atau safari ke Sekolah-
sekolah SMA sederajat yang ada di Provinsis Aceh. Tujuan dari
kegiatan ini, untuk meningkatkan partisipasi politik khusus bagi
para pemilih pemula menjelang pemilu 2024.
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